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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Laporan KKL

Era globalisasi memberikan bukti dengan kemajuan di negara Indonesia, terutama di bidang teknologi informasi yang terjadi sedemikian pesatnya. Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi menjadikan data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat disebarkan kepada masyarakat umum. Perkembangan globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh Instansi, Lembaga, Badan, Dinas serta Kantor Pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 


Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006, Biro Perencanaan sebagai bagian integral dari Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi dituntut adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini juga merupakan prasyarat dan tuntutan bagi setiap pemerintahan untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.


Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan upaya penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan pewujudan dari Landasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan selain untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan juga berkewajiban melaporkan kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) yang dimaksudkan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.


Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dan dalam rangka berupaya untuk meningkatkan pelayanan data kinerja yang prima guna kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan, maka Biro Perencanaan membuat suatu jaringan informasi manajemen terpadu berbasis kinerja yang disebut Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMDU). Sistem Manajemen Terpadu (SIMDU) yang dikembangkan dan dikelola oleh Biro Perencanaan KNRT merupakan sistem informasi manajemen yang berbasis kinerja dari seluruh satuan kerja yang ada dilingkungan KNRT. Walaupun SIMDU ini dirancang untuk memudahkan dalam pengumpulan data guna kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja serta pelaporan lainnya yang berhubungan dengan kinerja KNRT, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan.


Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah SIMDU itu sendiri masih perlu disempurnakan karena masih terdapat beberapa kendala yang dirasa kurang efektif dalam pemasukan dan pengambilan data,  selain itu belum adanya sumber daya manusia yang secara khusus diperuntukkan menangani SIMDU ini, serta sumber daya yang ada belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari sumber daya manusia yang ada.


Perubahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu bangsa ini sedang mengalami proses transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. 


Jadi hal tersebut menjadi salah satu tugas KNRT disini untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi melalui penerapa SIMDU di Biro Perencanaan. KNRT sebagai Kantor pelaksana kebijakan SIMDU harus bisa bertindak dengan benar serta mengetahui bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan dalam penggunaan SIMDU..


Adapun tujuan akhirnya yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan pelayanan data kinerja yang prima guna kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul:

“PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPADU (SIMDU) DI BIRO PERENCANAAN KANTOR KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI”.

1.2  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah proses pembahasan peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1.
Bagaimana komunikasi yang berlangsung dalam pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT?

2.
Bagaimana sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT?

3. Bagaimana kecenderungan-kecenderungan atau sikap pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT?

4.
Bagaimana struktur birokrasi yang berlangsung dalam pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT?

1.3  Maksud dan Tujuan Laporan KKL




Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT..




Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.
Untuk mengetahui komunikasi yang berlangsung dalam pelaksanaan SIMDU  di Biro Perencanaan KNRT.

2.
Untuk mengetahui sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT.

 3.
Untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan atau sikap pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT.

 4.
Untuk mengetahui struktur birokrasi yang berlangsung dalam pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT

.

   1.4  Kegunaan Laporan KKL

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.
Bagi kepentingan penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan, proses penelitian mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang implementasi ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan.

2.
Guna kepentingan teoritis, dalam rangka mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori melalui penelitian ke lapangan. Dimana dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

3.   Guna kepentingan praktis, untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun bagi Biro perencanaan. Di harapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan proses pelaksanaan SIMDU di Biro Perencanaan KNRT.

1.5  Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah yang di kemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang akan di ungkapkan adalah teori-teori mengenai proses implemetasi pengungkapan teori ini dibuat untuk pedoman dalam menganalisa masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian judul KKL di atas penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang asal kata implementasi. Kata implementasi secara etimologis pengertian implemetasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: 

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Kamus Webster dalam Wahab, 2005:64)

Jadi implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Suatu negara memiliki sebuah kebijakan karena dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengarahkan tindakan-tindakan yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Carl I. Friedrich yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa:

“Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mangatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu” (Friedrich dalam Budi Winarno, 2007:17).

Jadi pengertian kebijakan adalah tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut telah di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. Suatu kebijakan memiliki hambatan-hambatan tetapi kita harus mencari tahu peluang-peluang yang baik, benar, tepat dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat suatu kebijakan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.


Berdasarkan pengertian di atas maka keputusan atau program kebijakan yang telah diambil sebagai sebuah alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintahan ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang dimobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas George C. Edwards juga mengemukakan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang dikutip Budi Winarno, yaitu: 

a. Komunikasi

b. Sumber-sumber kebijakan

c. Kecenderungan-kecenderungan 

d. Struktur birokrasi

(George C. edwards dalam Budi Winarno, 2007:174).

Selanjutnya pengertian Implementasi menurut George C. Edward diatas, bahwa suatu implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi yang dimana hal tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan.

Dengan demikian, model pendekatan implementasi menurut Geoege C. Edward dengan Direct and Indirect Impact on Implementation yang dikutip Budi Winarno, dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1 

Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward 
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            (Sumber:George C. Edward yang dalam Budi Winarno 2007:208)

Pertama, faktor komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).  

Menurut George C. Edward  yang dikutip oleh Budi Winarno, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:175). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

Kedua, menurut George C. Edward  yang dikutip oleh Budi Winarno, mengemukakan beberapa macam sumber daya antara lain: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:181). 

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, sumber daya anggaran diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan, sumber daya peralatan sangat penting karena dapat menunjang proses implementasi. Apabila peralatan dalam proses implementasi tidak memadai, maka pelaksanaan SIMDU tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan, informasi diperlukan oleh para pelaksana agar dapat mengetahui bagaimana cara melaksanakan proses pelaksanaan SIMDU, sedangkan kewenangan diperlukan oleh para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dari SIMDU itu. 

Ketiga, Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno mengatakan bahwa keberhasilan implemntasi kebijakan ditentukan oleh:

“Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implemntors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implemntasikan (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:147).

Menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Budi Winarno, terdapat tiga macam elemen respon yang mempengaruhi keinginan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, anatara lain : Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan (Van Horn dan Van Meter dalam Budi Winarno 2007:165). Disposisi sangat diperlukan karena apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Keempat, menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, struktur birokrasi (bureaucratic strukture) mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar prosedur operasi (standar operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:202).

Dimensi fragmentasi diperlukan karena tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi saja melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebiajakan memerlukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan, akan tetapi para pelaksana kebijakan masih sering mempertahankan eksistensi sendiri sehingga menyulitkan proses koordinasi.  


Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensoins) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. 

Melengkapi teori tentang Sistem Informasi Manajemen Terpadu maka akan di uraikan mengenai pengertian sistem, informasi dan manajemen. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang terorganisasi. Suradinata menjelaskan bahwa, sistem merupakan suatu himpunan komponen atau variabel yang terorganisasi satu sama lain yang terpadu (integrate) serta tidak dapat dipandang sebagai suatu komponen yang terpisah (suradinata dalam Susanto,1996: 3).

    
  Adanya komponen sistem yang saling berinteraksi dan bekerjasama membentuk suatu kesatuan yang mempunyai sifat-sifat sistem. Secara umum komponen tersebut dikenal dengan sub sistem masukan, keluaran, pengolahan dan umpan balik.

      
Informasi sering disamakan artinya dengan data padahal sebenarnya informasi berbeda dengan data. Ada perbedaan prinsipil antara data dan informasi, data merupakan bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya menjadi informasi. Grudnitski mengemukakan bahwa informasi adalah sebagai data yang telah diletakan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan pada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan (Grudnitski dalam Susanto,1986:3).

      
Stair menjelaskan bahwa Sistem Informasi berbasis komputer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Hardware.

2. Software

3. Database.

4. Telekomunikasi.

5. Manusia.

6. Produser.

(Stair dalam Susanto,1992:17).

Sistem sebagai  kumpulan/group  dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik pisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi didefinisikan sebagai hasil pengelolaan data yang berarti dan bermanfaat. Dapat kita tarik suatu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari subsistem apapun baik pisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna.

Sistem Informasi menurut Laudon sebagai berikut :

“Merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas dalam perusahaan”.(Laudon dalam Susanto, 2004:55).

Jadi Sistem Informasi  merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian.

Manajemen sebagai penggerak dan pengendali suatu organisasi sangat tergantung kepada informasi yang diterimanya. Keputusan yang harus diambil saat melaksanakan fungsinya akan sulit dilakukan seandainya manajemen tersebut tidak mendapatkan informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya.

Azhar Susanto berpendapat bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah :

“Merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya”. (Azhar Susanto, 2004:68).

Jadi sistem informasi manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyusun (mengorganisir), menempatkan, mengarahkan dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terealisasi dengan baik yang bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam menyusun laporan KKL ini adalah:

1. Implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan tertentu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan arah dan srategi suatu kebijakan tertentu.

2.  SIMDU adalah suatu sistem yang memberikan informasi yang berkualitas dalam mengoptimalkan dan memudahkan proses pengumpulan dan pencarian  informasi. Dalam pelaksanaannya SIMDU bertujuan untuk membentuk suatu Pemerintahan yang berwawasan teknologi informasi, terpadu dan menyeluruh yang memperhitungkan kebutuhan kantor dimasa sekarang dan mendatang. Dalam mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan SIMDU tersebut bisa di lihat dalam indikator sebagai berikut:

 1). Komunikasi dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dalam hal memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang terjadi ini tidak hanya menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun bentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, tetapi menyangkut kepada persoalan yang lebih dasar, yaitu praktek pelaksanaan kebijakan, dalam penelitian ini yaitu praktek dalam pelaksanaan SIMDU. Komunikasi yang berlangsung ini meliputi:

(a).  Transmisi atau penyampaian informasi.

Penyampaian informasi oleh Biro Perencanaan KNRT ini ditijukan kepada sasaran yang tepat, yaitu seluruh biro yang ada di kantor KNRT. Keberhasilan dalam penerapan SIMDU ini dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan keputusan yang telah dibuat.  

(b). Konsistensi.

Pelaksanaan SIMDU yang telah dibuat oleh Biro Perencanaan guna mendukung terwujudnya pengembangan e-Government di kantor KNRT dan penerapan kebijakan SIMDU ini dilimpahkan kepada Biro Perencanaan. Jadi Biro Perencanaan harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai pelaksanaan yang telah dibuat menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya.   

(c). Kejelasan.

Penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan SIMDU oleh Biro Perencanaan harus disampaikan dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh  kantor KNRT.

 2). Sumber daya. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan SIMDU ada beberapa faktor yang harus dimiliki yaitu: 

(a). Staf. 

Staf merupakan salah satu sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan dari SIMDU. Untuk dapat melaksanakan SIMDU dengan baik maka dibutuhkan staf atau aparatur pelaksana yang berkualitas, terlatih dan memiliki keahlian dalam bidangnya sehingga implementasi kebijakan SIMDU ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. 

(b). Informasi.

Implementasi kebijakan SIMDU akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan jelas dan dimengerti dengan baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana SIMDU yaitu Biro Perencanaan. Jadi Biro Perencanaan selaku pelaksana kebijakan SIMDU harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melaksanakan SIMDU tersebut. 

3). Disposisi atau sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan dari SIMDU harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, setiap Biro pelaksana kebijakan SIMDU harus merasa memiliki disiplin terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Disposisi meliputi:

(a). Pengangkatan Birokrat.

Orang-orang yang dipilih dan diangkat sebagai personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan SIMDU ini para pelaksana adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya yaitu orang-orang yang mengerti tentang teknik pelaksanaan SIMDU serta dapat bertanggungjawab atas pekerjaannya.

(b). Insentif.

Dengan menambahkan keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi  (self interest) atau organisasi. Dalam penerapan kebijakan SIMDU diharapkan dapat meningkatkan kenrja para pelaksana agar dapat bekerja lebih baik. 

4). Struktur Birokrasi. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja pelaksana implementasi kebijakan SIMDU akan sangat banyak dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang tepat serta cocok dengan para badan, lembaga, dinas dan instansi pelaksananya. Struktur birokrasi meliputi:

(a). Standar Operating Prosedure(SOP).

Kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penerapan SIMDU ini para pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatannya setiap hari kerja.

(b). Fragmentasi.

Penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pegawai yang mencakup penerapan SIMDU diantaranya unit kerja. Sehingga setiap peagawai antara satu bagian dengan bagian lainnya memiliki tanggungjawab dalam berbagai pelaksanaan tugas, khususnya dalam penerapan SIMDU. 


Berdasarkan definisi operasional di atas, maka penulis merumuskan proposisi. Santoso berpendapat bahwa proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep. (Santoso, 2005:26). Jadi proposisinya adalah keberhasilan pelaksanaan SIMDU dapat dilihat dari:

1. Komunikasi (Communication).

2. Sumber Daya (Resources).

3. Disposisi (Disposition).

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). 

Secara singkat, kerangka pemikiran di atas dapat dilihat secara jelas dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:
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1.6  Metode Dalam Laporan KKL

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai berikut :

“Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan,  sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing”. (Surakhmad, 1998 : 139)

Dengan demikian metode deskiptif, mendata atau mengelompokan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada. Informasi deskriptif dalam kegiatan ilmiah akan memperlihatkan bahwa jalan dari suatu fakta menuju suatu fakta ilmiah adalah sebuah jalan yang sadar. 

1.7  Lokasi dan Waktu KKL


Lokasi KKL yang dilakukan oleh penulis di kantor Kementerian Negara Riset Dan Teknologi (RISTEK), yang beralamatkan di  Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung 2 BPPT, Lantai 23, (021) 316-9902/9919, Homepage: www.ristek.gi.id, Email: humas@ristek.go.id.


Adapun waktu KKL ini dimulai dari pengumuman dosen pembimbing KKL sampai dengan pengumpulan laporan KKL, antara lain:

1. Pengumuman dosen pembimbing KKL bulan Mei 2009 minggu pertama.

2. Pemilihan lokasi KKL bulan Mei minggu Pertama 2009.

3. Bimbingan usulan penelitian laporan KKL bulan Mei sampai dengan bulan juni minggu ke empat 2009.

4. UP disetujui oleh pembimbing KKL bulan Juli 2009.

5. Pelaksanaan KKL  bulan Juli s/d Agustus 2009.

6. Bimbingan laporan KKL pada pembimbing masing-masing bulan September s/d November 2009.

7. Pengumpulan laporan KKL bulan November 2009.

Tabel 1.1

Jadwal KKL


Kegiatan
Bulan


Mei 
Juni 
Juli
Agst
Sept
Nov



1
2
3
4
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Pemilihan lokasi KKL











Bimbingan UP laporan KKL











UP disetujui oleh pembimbing KKL (paling lambat)











Pelaksanaan KKL











Bimbingan laporan KKL dengan dosen pembimbing masing-masing











Pengumpulan laporan KKL











BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan atau Implementasi


Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian kebijakan publik, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian dasar yang terkait dengan konsep tersebut antara lain kebijakan dan publik. Secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris “policy”. Akan tetapi, sebagian orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa dirancukan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Dalam konteks tersebut, penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencangkup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik. Politik berpengaruh dalam kebijakan karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik.

Menurut Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2005:3). 


Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kebijakan merupakan rencana kerja atau program yang telah dirangkai dengan baik setelah program kerja tersebut ada maka dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan program-program yang ada tentunya sesuai dengan tujuan, nilai-nilai yang akan dicapai dan adanya suatu tindakan atau upaya yang dilakukan dengan cara yang tepat dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu negara memerlukan adanya kebijakan begitu pun dengan pemerintah, oleh karena itu kebijakan ditujukan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2005:3).

Berdasarkan definisi di atas, maka kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah  tindakan, saran atau ide yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dengan maksud dan etikat baik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan atau hanbatan-hambatan yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut, sehingga didapatkan sebuah jalan keluar yang positef untuk mendukung tercapainya  tujuan dengan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Jadi kebijakan itu mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Hal tersebut berarti bahwa kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan sebelum di implementasikan, maka terlebih dahulu diformulasikan atau di rumuskan agar tujuan kebijakan tersebut tepat sasaran. Formulasi kebijakan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan sebelum di implementasikan kepada masyarakat. Tujuan adanya formulasi kebijakan adalah untuk mengetahui latar belakang pemerintah membuat kebijakan SIMDU, melalui formulasi kebijakan ini dapat diketahui fenomena dibalik munculnya suatu kebijakan dari pemerintah khususnya kebijakan tentang SIMDU. Menurut James Anderson, bahwa formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan (James Anderson dalam Subarsono, 2006:12-13). 

Formulasi kebijakan merupakan alternatif atau langkah awal yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah kebijakan atau latar belakang dari kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Dalam formulasi kebijakan juga dapat diketahui siapa saja yang terlibat atau berpartisipasi dalam perumusan kebijakan tersebut, dalam hal ini kebijakan tentang SIMDU. 


Sejalan dengan pendapat James Anderson, maka Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah (Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono, 2006:13). Formulasi kebijakan merupakan suatu langkah atau proses awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan, hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Formulasi kebijakan perlu dilakuka agar semua permasalahan yang terkumpul dalam agenda kebijakan dapat dipilih terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut di implementasikan, proses selanjutnya adalah apabila telah terpilih permasalahannya dan telah dirumuskan kebijakannya, maka kebijakan tersebut dapat di implementasikan.


Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan  pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Secara etimologis pengertian implemetasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: 

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), (Webster dalam Wahab, 2005:64).

Berdasarkan pendapat tersebut, implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Sedangkan pengertian implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”(Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2001:192)


Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan. 


Jadi menurut pengertian diatas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas, menurut George C. Edward terdapat empat faktor atau variabel yag berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Kecenderungan-kecenderungan 

4. Struktur birokrasi

            (George C. Edwards dalam Budi Winarno, 2007:174).

Berdasarkan pengertian Implementasi menurut George C. Edward diatas, bahwa suatu implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi yang dimana hal tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Dengan demikian, model pendekatan implementasi menurut George C. Edward dengan Direct and Indirect Impact on Implementation yang dikutip Budi Winarno, dapat digambarkan sebagai berikut:
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(Sumber:George C. Edward dalam Budi Winarno 2007:208).

Kesatu menurut George C. Edward adalah komunikasi, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:175-177). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

Kedua sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan. menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, mengemukakan beberapa macam sumber daya antara lain: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan (George C. Edward dalam Budi Winarno 2007:181-185). 

Sumber daya merupakan keberhasilan proses merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanan. Menurut George C. Edward  sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:188).

Ketiga menurut George C. Edward adalah disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Budi Winarno, terdapat tiga macam elemen respon yang mempengaruhi keinginan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, anatara lain : Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan (George C. Edward dalam Budi Winarno 2007:165). Disposisi sangat diperlukan karena apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana). Hal ini sangat penting karena kinerja pelaksanaan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 


Keempat menurut George C. Edward adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemunkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Di dalam bukunya Budi Winarno, George C. Edward berpendapat bahwa struktur birokrasi (bureaucratic strukture) mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar prosedur operasi (standar operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya (dalam Budi Winarno 2007:202).

Dimensi fragmentasi diperlukan karena tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi saja melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu implementasi kebiajakan memerlukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan, akan tetapi para pelaksana kebijakan masih sering mempertahankan eksistensi sendiri sehingga menyulitkan proses koordinasi.  

Aspek yang lainnya dalam struktur birokrasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang dikutip Budi Winarno, yaitu: 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan.

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan

 pelaksanaan.

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

            (Meter dan Horn dalam Budi Winarno, 2007:156).

Jadi didalam ukuran dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak                                            langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi  yang baik atau positip diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi  para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntugan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung strujtur birokrasi yang telah mapan, kwalitas, dan keadaan agen pelaksana (implementasi). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementasi. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementasi mau menerima tujuan, standars dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.


Disamping itu karakteristik para agen implementasi dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajad kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana impelementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen implementasi kebijakan.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Terpadu

2.2.1 Sistem


Melengkapi teori tentang Sistem Informasi Manajemen Terpadu maka akan di uraikan mengenai pengertian sistem, informasi dan manajemen. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang terorganisasi. Berbicara mengenai sistem, sistem bisa bervariasi dari sistem yang paling besar yang diketahui umet manusia seperti sistem tata surya sampai ke sistem yang paling kecil yang disebut partikel Quark. Sistem juga bisa bersipat alamiah seperti organisme yang hidup atau susunan sistem sosial. Sistem dapat tumbuh dan berkembang seperti sistem sosial atau pemerintahan. 



Sistem merupakan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling keterkaitan tersusun secara sistematis. Sistem menurut Jogiyanto adalah Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. (Jogiyanto, 1999:4). Maksud dari kutipan tersebut bahwa sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian atau komponen-komponen subsistem atau bagian dari sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan dalam menjalankan fungsi tertentu yang mempengaruhi proses dari setiap subsistem atau bagian sistem secara keseluruhan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (input), proses dan keluaran (output), dalam bentuk umum sistem ini bisa melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.
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(Sumber: Jogiyanto, 1999:4)

Menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Komputer Dasar Ilmu Komputer, Pemograman, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan dikatakan bahwa sebuah sistem memiliki karakteristik tertentu yang harus dipenuhi sehingga sistem tersebut datap berjalan dengan baik. Karakteristik sistem tersebut diantaranya yaitu :

1. Komponen-komponen (component)

Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2. Batas Sistem (boundary)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

3. Lingkungan Luar (environment)

Lingkungan luar dari suatu sistem atau apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

4. Penghubung Sistem (system interface)

Penghubung sistem mempunyai media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya.

5. Masukan Sistem (system input)

Masukan (input) istem adalah energi yang dimasukan kedalam sistem

6. Keluaran Sistem (system output)

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.

7. Pengolahan Sistem(system processing)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem mempunyai  tujuan (goal) atau sasaran (objektive) lingkungan luar,

(Jogiyanto, 1999:13).


Sistem menurut Azhar Susanto dalam Bukunya Sisitem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya adalah: “Sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/ komponen apapun baik fisik atau pun bukan fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu” (Azhar Susanto, 2007:18). 


Berdasarkan pada definisi diatas, kita dapat menggambarkan sistem dengan menentukan bagian-bagianya, bagaimana bagian-bagian tersebut berhubungan dengan bagaimana ciri-ciri dari tujuan yang harus dicapai. Seperti contoh badan memiliki bagian tertentu (organ) seperti tangan kanan, kaki, otak, lambung yang dihubungkan oleh aliran darah dan syaraf membentuk suatu jaringan. Sistem ini memiliki tujuan utama yang kita sebut sebagai hidup.


Sebuah sistem yang baik tentunya harus memiliki elemen-elemen pendukung yang baik, sehingga tercipta sebuah hubungan yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses input dan menjadikannya output yang sesuai dengan keinginan pembuat sistem. Menurut Azhar Susanto dalam Bukunya Sisitem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya, terdapat lima elemen pada sistem yaitu:

1.  Tujuan sistem disini merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh sistem tersebut. Supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Jadi upaya yang dilakukan untuk mencapai target atau sasran ialah mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut, karena ciri-ciri dan kriteria tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian guna tercapaian sasran yang telah ditentukan. 

2.  Batasan sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya.

3.  Subsistem adalah komponen atau bagian dari suatu sistem, subsistem ini bisa bersifat fisik ataupun abstrak. 

4.  Hubungan sistem disini ialah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar.

5.  Hirarki sistem yaitu sebuah gambaran atas hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem, 

(Azhar Susanto, 2007:19-22).

Bentuk umum dari suatu sistem menurut Azhar Susanto terdiri atas masukan data, proses dan keluaran informasi, dalam bentuk umum sistem ini bisa melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran informasi yang sesuai dengan rencana yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Gambar bentuk umum sebuah sistem dapat dilihat pada gambar di bawah berikut ini: 
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(Sumber: Azhar Susanto, 2007:56).


Berdasarkan pendapat di atas, karakter sistem merupakan kegiatan yang mempengaruhi untuk mendapatkan informasi. Karakter sistem merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah komponen sistem, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena bersifat saling keterkaitan satu sama lain, serta saling berhubungan. 

2.2.1.1 Klasifikasi Sistem


Klasifikasi sistem dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik dari sebuah sistem, sehingga didapatkan sebuah kriteria dasar yang mampu memberikan perbedaan terhadap sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Menurut Azhar susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsepdan Pengembangannya, dari sebuah klasifikasi sistem ada sembilan kriteria yang perlu diketahui yaitu: 

1. Sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka ialah dimana sebuah aktifitas yang terjadi didalam sistem tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya sedangkan sistem tertutup sendiri yaitu dimana sebuah aktifitas yang terjadi didalam sistem tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi dilingkungannya.

2. Sistem buatan manusia dan buatan tuhan. Sistem buatan manusia ialah sebuah alat atau benda yang sengaja keberadaanya diadakan oleh manusia untuk mempermudahkan manusia dalam mempertahankan hidup dan untuk mempermudahkan manusia dalam mencapai tujuannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manusia tersebut. Sedangkan sistem buatan tuhan adalah sebuah alat atau benda yang telah ada secara alamiah untuk pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia dalam mencapai kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh tuhan maupun manusia itu sendiri.   

3. Sistem berjalan dan konseptual. Sistem berjalan merupakan sistem yang saat ini sedang digunakan untuk menunjang dalam peningkatkan pengendalian, efisiensi dan kecepatan operasi sehari-hari. Sistem konseptual sendiri yaitu sistem yang sudah terancang tetapi belum dilaksakan sehingga sistem tersebut hanya menjadi sebuah angan-angan atau harapan saja dan  masih dalam bentuk catatan diatas kertas.

4. Sistem sederhana dan komplek. Sistem sederhana, sistem yang hanya memiliki sedikit tingkatan dan subsistemnya serta hubungan yang terjadi sangat sederhana antara sistem yang lainnya. Sistem komplek sendiri adalah sistem yang memiliki banyak tingkatan dan subsistemnya serta hubungan yang terjadi antara sistem yang satu sama yang lainnya terjadi dalam berbagai macam cara yang berbeda pula.  

5. Kinerjanya dapat dipastikan dan tidak dapat dipastikan. Kinerja sistem dapat dipastikan maksudnya dapat ditentukan pada sistem akan dan sedang dibuat. Sedangkan sistem yang tidak dapat dipastikan kinerjanya diartikan sistem tersebut bekerja tidak dapat ditentukan dari awal tergantung kepada situasi yang dihadapi. 

6. Sementara atau selamanya. Sementara maksudnya ialah bahwa sistem yang ada tersebut hanya digunakan dalam/untuk periode waktu tertentu saja. Selamanya diartikan bahwa sistem yang ada itu digunakan selama-lamanya untuk waktu yang tidak ditentukan.

7. Ada secara fisik dan abstrak/bukan fisik. Ada secara fisik dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat dapat terlihat wujudnya serta manusia dapat menyentuh, merasakan, mengambil fotonya, menunjuknya atau mengoperasikannya. Sebaliknya ada secara abstrak disini sistem tersebut ada akan tetapi sistem tersebut tidak dapat kita raba tapi manusia hanya bisa menunjuk komponen tertentu dari sistem tersebut.

8. Subsistem dan supersistem. Subsistem disini  dimaksudkan pada sistem yang lebih kecil dalam sebuah sistem, sedangkan supersistem merupakan sistem yang lebih besar dan sangat komplek.

9. Biasa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi. Biasa beradaptasi adalah sistem yang ada tersebut dapat/bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan, 

(Azhar Susanto, 2007:19-22).

2.2.1.2 Model Sistem


Model dan modeling sistem adalah sebuah penjelasan tentang suatu entitas, proses, atribut atau hubungan antara sesuatu yang digambarkan dalam suatu model dan proses pembuatan model tersebut sehingga disebut sebagai modeling. Menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya, ada empat jenis model sistem yaitu:

1. Model fisik di maksudkan pada penggambaran entitas dalam sebuah bentuk tampilan tiga dimensi.

2. Model naratif adalah penggambaran entitas dalam bentuk lisan atau tulisan.

3. Model grafik merupakan sebuah penggambaran suatu entitas dalam bentuk simbol, garis atau bentuk lainnya.

4.  Model matematika ialah penggambaran dari suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematik. Dari pengenalan jenis-jenis model sistem diatas tadi tentunya akan memberikan manfaat dalam membuat sebuah sistem informasi itu sendiri dengan maksud untuk:

a). Mempermudah pengertian maksudnya dengan adanya sebuah model diharapkan sebuah masalah yang komplek akan tampak/bisa menjadi lebih sederhana dikerjakan dan dijelaskan.

b). Mempermudah komunikasi adalah setiap sesuatu masalah dapat dikomunikasi dengan menggunakan media lain selain menggunakan media alat komunikasi manusia (mulut), tangan dan mata.

c). Memperkirakan masa depan diartikan bahwa penggunaan model (model statistik) dapat disimpulkan perkiraan masa depan yang akan terjadi, 

(Azhar Susanto, 2007:30-32).

2.2.1.3 Bahasa sistem


Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi, dimana bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama dalam penggunaannya, sehingga dua orang atau lebih yang berkomunikasi dapat saling memahami segala sesuatu yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Bahasa sistem juga dapat dikatan sebagai alat untuk berkomunikasi tentang sistem antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya baik secara manual maupun secara komputerisasi. 


Jadi maksud dari bahasa sistem disini ialah dimana seluruh komponen dari sistem tersebut saling berkomunikasi antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Hal ini ditujukan agar dalam melakukan aktivitas sistem-sistem tersebut saling bekerja sama sehingga dapat melakukan pengolahan data dan menghasilkan informasi yang dapat dan mudah dipahami sesuai kebutuhan user.

2.2.1.4 Pendekatan sistem


Pendekatan sistem adalah sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah-masalah yang komplek yang menekankan pada analisis dan perancangan secara menyeluruh atas permasalahan yang terjadi pada sistem tersebut. Jadi pada dasarnya pendekatan sistem merupakan kerangka kerja umum dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada empat pandangan utama yaitu:

1. Pendekatan sistem mengharuskan kita menentukan suatu sistem dalam bentuk karakteristik seperti yang diperkenalkan pada bagian sebelumnya.

2. Pendekatan sistem mengharuskan kita mempertimbangkan sisten secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh hanya memfokuskan kepada komponen atau subsistem tertentu, akan tetapi kita harus memfokuskan pada pencapaian tujuan sistem secara keseluruhan.

3. Pendekatan sistem berasumsi bahwa selalu ada beberapa alternatif, karena itu ada lebih dari satu cara dalam pemecahan masalah. Jadi kita harus dapat membandingkan semua alternatif pemecahan masalah yang tersedia dan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah yang dianggap yang paling baik dan paling berguna dalam pencapaian tujuan sistem.

4. Pendekatan sistem memerlukan sebuah penerapan metode ilmiah. Tahapan-tahapannya kalau diringkas adalah sebagai berikut:

(a). Lakukan observasi terthadap situasi dan permasalahan yang ada.

(b). Tentukan permasalahan yang dapat diidentifikasi.

(c).  Rumuskan rencana penelitian (termasuk hipotesis).

(d). Kumpulkan data dan lakukan pengujuan hipotesa.

(e).  Rumuskan hipotesa baru dan kesimpulan.

(f).  Dokumentasikan hasil penelitian.

(Azhar Susanto, 2007:33-34).


Jadi penggunaan pendekatan sistem dapat diartikan sebagai penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada analisis yang berusaha untuk membuat keputusan yang tidak memihak atau diperkirakan sebelumnya, sehingga dengan menggunakan metode ilmiah, pendekatan sistem dapat memberikan keyakinan bahwa tidak ada pertanyaan yang bias, sehingga mengurangi kesempatan munculnya kesalahan.

2.2.1.5 Penerapan pendekatan sistem


Penerapan pendekatan sistem ini lebih kepada penggunaan prosedur-prosedu, dimana prosedur-prosedur tersebut sering kali diusulkan dalam menerapakan pendekatan sistem itu sendiri. Disamping itu dalam menerapkan pendekatan sistem ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap untuk pernyataan tujuan. Tahapan ini menjelaskan bahwa semangkin komplek suatu sistem maka akan lebih sulit tugas untuk menentukan tujuannya. 

2. Tahap Sintesa. Pada tahap sintesa ini memjelaskan bahwa didalam menerapkan pendekatan sistem, berarti didalam sebuah sistem terdapat sebuah kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen untuk membentuk satu kesatuan sehingga sistem tersebut dapat melakukan proses untuk merubah input menjadi ouput. 

3. Tahap Evaluasi. Tahapan evaluasi ini ditujukan pada penilaian setiap alternatif sistem secara terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

4. Tahap menentukan Pilihan. Tahapan ini berarti adanya penentuan atau menentukan satu alternatif pilihan dari beberapa alternatif sistem yang tersedia berdasarkan kepada hasil penilaian kita.

5. Tahap dalam Penerapan. Pada tahapan terakhir ini berarti tahap untuk mengimplementasikan sistem tersebut secara oprasional. Pada akhirnya ini akan menjadi sebuah arah dimana kita akan menemukan sebaik atau seburuk apa sistem yang telah kita pilih dalam mencapai tujuannya, (Azhar Susanto, 2007:34-35).

2.2.1.6 Sistem dalam kehidupan


Sistem dalam kehidupan adalah sebuah pernyataan yang disadari maupun tidak disadari oleh manusia, bahwa dalam kehidupan manusia tidak ada yang terlepas dari sistem dan manusia tidak bisa hidup tanpa sistem. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah sistem didalam kehidupan, dimana sistem tersebut berubah fungsinya. Menurut  Azhar Susanto ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem dikala sistem tersebut berubah fungsinya dalam kehidupan yaitu:

1. Sistem sebagai produk, berarti sistem tersebut dapat dibuat dan dapat diperjual-belikan. Sehingga banyak menghadirkan konsultan-konsultan yang memiliki aktivitas dalam membuat dan menjual sistem tersebut kepada pihak yang membutuhkan sistem hasil buatan mereka.

2. Sistem sebagai sebuah Alat, berarti sistem tersebut digunakan oleh manajemen dalam mengoperasikan organisasi tersebut. Selain itu sistem tersebut digunakan sebagai alat untuk bersaing dalam mempertahankan kelangsungan aktivitas organisasi tersebut.

3. Sistem sebagai pola berfikir, berarti sistem tersebut digunakan dalam proses pengambilan keputusan  dengan berusaha memahami sistem dari satu objek/masalah yang sedang dihadapi dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan manusia dalam memberikan keputusan yang paling baik sehingga keputusannya akan sangat sistematis, (Azhar Susanto, 2007:35-36).


Jadi kehadiran sistem dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan manusia tersebut untuk mendapatkan informasi guna mempertahankan kelangsungan hidup manusia tersebut, baik dari segi sistem tersebut sebagai produk, alat dan pembentukan pola berfikir dengan tujuan untuk memberi manusia keuntungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam sebuah sistem kehidupan.

2.2.2 Informasi


Informasi sering disamakan artinya dengan data padahal sebenarnya informasi berbeda dengan data. Ada perbedaan prinsipil antara data dan informasi, data merupakan bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya menjadi informasi. Grudnitski mengemukakan bahwa informasi adalah sebagai data yang telah diletakan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan pada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan (Grudnitski dalam Susanto,1986:3).

Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi dan lain sebagainya. Informasi merupakan suatu data yang diolah menjadi suatu bentuk penting nilai yang nyata atau dapat dirasakan baik dalam keputusan-keputusan yang sekarang maupun yang akan datang. Menurut pendapat Malayu S.p. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, mendefinisikan pengertian informasi sebagai berikut :

“Informasi is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decisions”. (Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang) (Hasibuan, 1996:258).


Jadi informasi merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang lebih berguna  bagi penerimanya dan mempunyai syarat lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya dan disimpan sedemikian rupa. Begitu juga dengan sistem informasi keuangan daerah yang merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang sudah berbentuk dan berguna bagi kepentingan atau kegiatan manajemen.

Informasi sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui keakuratan data yang dihasilkan. Informasi ibarat data yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan didalam suatu organisasi.

Adapun menurut McFadden mendefinisikan informasi sebagai sebuah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (McFadden dalam Kadir, 2002:31). Informasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Dengan adanya informasi, tingkat kepastian menjadi meningkat. 

Dalam perkembangan informasi berbasis komputer ini, pemerintah daerah juga dituntut agar siap dalam mengoprasionalkan semua pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem komputerisasi. Menurut Wahyono pengertian informasi dalam bukunya Sistem Informasi bahwa: 

“Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan” (Wahyono, 2004:3).

Berdasarkan pengertian diatas, maka kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Menurut Raymond Mcleod bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akurat, informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan.

2. Tepat waktu, informasi itu harus tersedia/ ada pada saat informasi 

tersebut diperlukan dan tidak terhambat.

3. Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan.

4. Lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap

( Mcleod, 2001:6). 

Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Benar atau salah, dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah dipercaya, maka efeknya seperti kalau infomasi itu benar.

2. Baru, informasi dapat diperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada.

3. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau meberikan perubahan terhaap informasi yang telah ada.

4. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar.

5. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat

      (Mcleod dalam Kadir, 2002:36).

Secara singkat, dari kerangka pemikiran di atas dapat dilihat secara jelas siklus sebuah informasi sebagai berikut:
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(Sumber : Wahyono, 2004:5)

Sehubungan dengan apa yang telah ditentukan diatas, bahwa pada awalnya data dimasukan ke dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti, setelah diproses akan dihasilkan informasi yang bermanfaat bagi penerima (level management) sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan atau diperoleh kejadian-kejadian tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data dan nantinya akan dimasukin ke dalam model (proses), begitu seterusnya sehingga tercipta sebuah siklus yang berkesinambungan.

2.2.3 Manajemen

Manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu : Manajemen adalah suatu proses rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Manajemen dalam kehidupan ini digunakan sebagai upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah yaitu:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemenfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu” (Malayu S.P. Hasibuan, 1996:2).


Berarti manajemen dapat diartikan sebagai penggunaan kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dicapai dengan menghitung tingkat ratio dari keluaran (out put) dan masukan (input). Berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan hasil atau pendapatan yang diterima dari tercapainya tujuan tersebut denga cara menggunakan pengetahuan dasar mengenai manajemen serta dapat menerapkan ilmu tersebut pada bentuk, situasi dan kondisi yang ada, maka manajer tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial yang ada secara efisien dan efektif.


Menajemen menurut G.R Terry dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah yaitu:

“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya” (G.R Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan, 1996:2).


 Jadi manajemen dapat dipandang sebagai sebuah upaya atau proses dalam mencapai tujuan organisasi tersebut dengan memanfaatkan atau menggunakan keahlian manusia dalam penerapannya diperlukan sikap dan tindakan yang fleksibel dengan melihat pada bentuk, tujuan dan situasi serta kondisi yang ada, baik dilingkungan intern perusahaan maupun dilingkungan ekstern perusahaan. Apalagi dalam kerja sama ini harus bekerja sama dengan orang lain yang juga mempunyai sifat, watak dan kondisi yang berbeda juga kemampuan yang dimiliki oleh bawahannya.


Manajemen sebagai penggerak dan pengendali suatu organisasi sangat tergantung kepada informasi yang diterimanya. Keputusan yang harus diambil saat melaksanakan fungsinya akan sulit dilakukan seandainya manajemen tersebut tidak mendapatkan informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya.


Sistem informasi manajeman digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber 

informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan keriga terdiri dair sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi utnuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. 


Sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (intregeted) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah “data base”.


Sistem informasi manajemen menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsepdan Pengembangannya yaitu:

“Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari su-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya” (Azhar Susanto, 2007:68). 


Jadi sistem informasi manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyusun (mengorganisir), menempatkan, mengarahkan dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terealisasi dengan baik yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Selain itu sistem informasi manajemen itu sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah sistem oprasional yang melaksanakan beraneka ragam fungsi untuk menghasilkan keluaran yang berguna bagi pelaksanaan operasi dan manajemen yang didasari pada apa yang harus dikerjakan oleh satu sistem tersebut, dengan demikian disainnya ditentukan oleh kebutuhan yang bisa dikerjakan dan bernilai.


SIMDU sendiri menurut Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI adalah: 

“Sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan pengendalian belanja yang berusaha mengaitkan secara langsung antara output dengan outcame yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan berdasarkan pada proses perencanaan kerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai oleh suatu entitas”(Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI,2006). 


Sistem informasi manajemen terpadu itu sendiri merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk mengolah data-data (aset, pegawai dan potensi) pemerintahan, dilingkungan Biro Perencanaan yang bersumber dari Menegristek, dengan data base online ini diharapkan proses pengumpulan data dan akses informasi bisa lebih mudah, efisien serta lebih inovatif. Sehingga SIMDU adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa kegunaan/fungsi SIMDU antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan laporan atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa:

a. Rencana Strategis Lembaga atau Unit Kerja;

b. Rencana Kerja Tahunan;

c. Realisasi Capaian Kegiatan.

2. Untuk memberikan laporan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa:

a. Kegiatan Aparatur;

b. Rencana Kerja Triwulan;

c. Realisasi Anggaran;

d. Perjalanan Dinas;

e. Revisi Anggaran;

f. Capaian Triwulan 

3. Untuk memberikan laporan atas proposal kegiatan dilingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI berupa:

a. Rekap Proposal;

b. Rekap List Proposal.


Sistem informasi manajemen terpadu dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam Biro Perencanaan. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi yntuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. 

BAB III

OBJEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

3.1 Gambaran Umum  Kementerian Negara Riset dan Teknologi


Berdiri sejak tahun 1962 dengan nama Kementerian Urusan Riset Nasional Republik Indonesia , kemudian pada tahun 1973 berubah nama menjadi Menteri Negara Riset. Tahun 1986-2001 menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan tahun 2002 sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara perihal Penamaan Instansi Pemerintah, Kantor Menteri Negara disebut dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 Institusi ini disebut Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) atau dengan sebutan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.


Kementerian Negara Riset dan Teknologi dipimpin oleh seorang Menteri dan pelaksanaan tugasnya Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya perlu didukung dengan Visi dan Misi yang jelas sehingga pada akhirnya dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Presiden. Kementerian Negara Riset dan Teknologi mempunyai Visi Pembangunan IPTEK 2025: ”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa” guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Negara Riset dan Teknologi maka perlu didukug dengan Misi Pembangunan IPTEK 2025 yang meliputi: 

1. Menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan; 

2. Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek; 

3. Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global; 

4. Meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek; 

5. Mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif;


Tugas Kementerian Negara Riset dan Teknologi ialah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi; 

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 


Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society). Dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan Iptek serta penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional Iptek, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dibantu oleh Dewan Riset Nasional (DRN). Koordinasi dengan LPND. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menteri Negara Riset dan Teknologi mengkoordinasikan LPND sebagai berikut;

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

6. Badan Koordinasi Survei dan Pementaan Nasional (BAKOSURTANAL) 

7. Badan Standarisasi nasional (BSN). 


Kementerian Negara Riset dan Teknologi juga mengkoordinasikan dan mengelola lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPITEK) Serpong 

2. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) 

3. Pusat Peragaan Iptek (PUSPA IPTEK) 

4. Agro Techno Park (ATP) Palembang 

5. Business Technology Center (BTC) 

6. Bio Island.


Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi, sehingga KNRT memiliki Struktur Organisasi yaitu:

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi  


Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya perlu mendapatkan bantuan dari staf-staf ahli yang bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya, sehingga  tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nantinya. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh staf ahli yang meliputi:

a. Staf Ahli Bidang Energi Alternatif dan Terbarukan 

b. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

c. Staf Ahli Bidang Teknologi Pertahanan Dan Keamanan

d. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi 

e. Staf Ahli Bidang Pangan dan Kesehatan

f. Struktur Organisasi Menristek 

2. Sekretaris Menegristek, dibantu oleh:

a. Biro Perencanaan

b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

c. Biro Umum 

d. Inspektorat 

Sekretaris Menegristek, membawahi: 

a. Deputi Bidang Perkembangan RIPTEK, dibantu oleh:

· Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan 

· Asisten Deputi Urusan Perkembangan Matematika dan Ilmu Alam 

· Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu Hayati

· Asisten Deputi Perkembangan Rekayasa 

· Asisten Deputi Perkembangan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan 

· Struktur Organisasi Deputi Bidang Perkembangan Riptek 

b. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat, dibantu oleh:

· Asisten Deputi Urusan Penyelarasan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Analisis Kebijakan Publik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Pengembangan Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Etika dan Harmonisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

· Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Struktur Organisasi Deputi Bidang Dinamika Masyarakat 

c. Deputi Bidang Program RIPTEK, dibantu oleh:

· Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional 

· Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Unggulan dan Strategis 

· Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional 

· Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah 

· Asisten Deputi Urusan Program Tekno Ekonomi 

· Struktur Organisasi Deputi Bidang Program Riptek 

d. Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS, dibantu oleh:

· Asisten Deputi Urusan Perkembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional 

· Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kelembagaan 

· Asisten Deputi Urusan Sistem Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Insentif 

· Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas.

e. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, dibantu oleh: 

· Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Difusi dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Promosi dan Komersialiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Urusan Daya Saing Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

· Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

· Struktur Organisasi Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek.

Setiap instansi/lembaga mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda. Struktur Organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kerja dan tanggung jawab sehingga dalam penyampaian hasil kerja dapat dengan mudah dilaporkan atau disampaikan kepada atasan masing-masing bidang dan sub bidang. Adapun Struktur Organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi 
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(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2009)

3.2 Gambaran Umum Biro Perencanaan


Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan pelaksanaan tugasnya telah ditetapkan berdasrkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Riset Nasional dimana Biro Perencanaa memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada menteri. Tugas pokok Biro Perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Riset Nasional. 


Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Riset Nasional tersebut Biro Perencanaan mempunyai tugas pokok: Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan dan dukungan administrasi kerjasama luar dan dalam Negeri, pelaksanaan hubungan dengan lembaga tinggi Negara, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Biro Perencanaan mempunyai fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Riset Nasional pasal 9 sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 

b. Pemantauan dan penyiapan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 

c. Pengelolaan dan penyusunan laporan program, anggaran dan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi;

d. Perencanaan dan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;

e. Pengolahan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan minitoring dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

f. Pengolahan dan penyusunan dengan lembaga tinggi Negara, Kementerian Negara, Kementerian Koordinator, Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND);

g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan dukungan administrasi kerjasama luar Negeri;

h. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga non pemerintahan.


Biro perencanaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentunya tidak dilakukan oleh Biro Perencanaan sendirian, melainkan adan berberapa bagian yang membawahi Biro Perencanaan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Riset Nasional pasal 9 maka disusunlah struktur organisasi dengan tujuan untuk mempermudah Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Deputi. Struktur Organisasi  pada Biro Perencanaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
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(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2009)


Jadi biro perencanaan membawahi tiga bagian yaitu: 

1. Bagian Program dan Anggaran

Bagian Program dan Anggaran sendiri dalam mendukung kinerja dari biro perencanaan tentunnya telah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun tugas dari bagian ini ialah untuk melaksanakan penilaian dan penyusunan program dan anggarana dilingkungan Kementerian Negara Riset dan teknologi. Pelaksanan tugas yang baik tentunya harus didukung dengan fungsi yang jelas pula, jadi dalam menjalankan tugasnya Bagian Program dan Anggaran juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja (RENJA) Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

b.  Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);

c. Penyiapan bahan petunjuk dan penyusunan anggaran, harga satuan pokok kegiatan, rencana serta revisi anggaran;

d.  Penilaian penyusunan program dan anggaran. 

2. Bagian Monitoring dan Evaluasi


Bagian Monitoring dan Evaluasi sendiri dalam mendukung kinerja dari biro perencanaan tentunnya telah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun tugas dari bagian ini ialah untuk melaksanakan Pemantauan, pengendalian dan evaluasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan sidang kabinet, ekonomi, industri dan perdagangan serta laporan kegiatan lainnya. Pelaksanan tugas yang baik tentunya harus didukung dengan fungsi yang jelas pula, jadi dalam menjalankan tugasnya Bagian Monitoring dan Evaluasi juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pemantauan dan menganalisis rencana dan pelaksanaan program dan anggaran seluruh unit kerja; 

b.  pengevaluasian laporan pelaksanaan anggaran terhadap hasil temuan baik dari instansi internal maupun eksternal;

c.   Pemberian rekomendasi, penyempurnaan, bimbingan teknis dan 

      bantuan penyusunan program anggaran;

d.   Penyiapan bahan penyusunan program sistem pengendalian intern;

e.   Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan.

3. Bagian Kerjasama


Bagian Kerjasama sendiri dalam mendukung kinerja dari biro perencanaan tentunnya telah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun tugas dari bagian ini ialah untuk melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan Kementerian Negara lain, Kementerian koordinator, departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga lain yang terkait, penyiapan bahan jawaban dengan DPR, kunjungan kerja, penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan termasuk lembaga masyarakat dan industri, serta pengelolaan dukungan administrasi kerjasama luar negeri antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.. Pelaksanan tugas yang baik tentunya harus didukung dengan fungsi yang jelas pula, jadi dalam menjalankan tugasnya Bagian Kerjasama juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan koordinasi bahan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Kementerian Negara, Kementerian Kooedinator, Departemen dan LPND;

b. Pengkoordinasian, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga Legislatif (DPR dan DPRD);

c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non pemerintah lainnya;

d. Pengelolaan, penyiapan bahan administrasi pelaksanaan kerjasama luar Negeri antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

3.3 Gambaran Umum Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMDU)


Implementasi dari SIMDU ini sendiri ditujukan kepada seluruh Aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia saja. SIMDU ini sendiri dengan kata lain tidak dipublikasikan atau tidak diperuntukkan kepada masyarakat luas atau umum untuk mengaksesnya.


Home dalam sebuah webesite merupakan sebuah bentuk tampilan awal yang berfungsi untuk menanpilkan sebagian informasi-informasi yang ada. Disamping informasi yang disajikan tidak secara utuh tampilan home juga berisikan kumpulan link-link yang berfungsi sebagai navigasi untuk mempermudahkan user dalam menjelajahi website tersebut. Tampilan home ini  dapat dibukan dengan alamat website Www.Ristek.go.id. Adapun gambar home pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini dapat diterlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1

Tampilan Home Ristek 

(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2009)


Untuk dapat masuk kedalam halaman atau page Log In pada website ini terlebih dahulu kita harus mengklik nafigasi dengan nama link Webmail yang terdapat dibagian ditengah atas pada tampilan home. Log In ini sendiri merupakan pintu masuk yang berfungsi untuk menjembatani User (pengguna) dengan SIMDU dan isinya yang mana terlebih dahulu harus mengisi tiga bagian yaitu: Name, Password dan kode yang berupa gabungan dari angka, huruf dan simbol. Adapun Gambaran proses untuk User masuk kedalam SIMDU adalah sebagai berikut ini:

Gambar 3.2

Tampilan Awal Log In

(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2009).




Tampilan berikutnya adalah halaman dari SIMDU dan isinya. Tampilan halam SMDU dan isinya ini dapat diperoleh apabila user telah mengisi Name, Password dan kode dengan benar dan tepat. Tampilan isi dari SIMDU sendiri awalnya berupa halaman e-mail, dimana e-mail ini berisikan tugas-tugas yang diberikan dari deputi-deputi kepada seluruh aparatur Biro Perencanaa dengan cara  pengiriman tugas dalam bentuk e-mail melalui SIMDU. Tampilan SIMDU dan isinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.3

Tampilan Awal Isi berupa e-mail

(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2009)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi Yang Berlangsung Dalam Pelaksanaan SIMDU Di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Komunikasi dalam kehidupan organisasi dan sehari-hari merupakan sebuah sebuah wadah dalam penyampaian informasi yang dapat terlaksana dari satu orang kepada orang lain maupun dari satu kelompok kepada kelompok lainnya dengan maksud untuk mendapatkan data atau informasi yang positif sebagai sebuah masukan untuk menunjang kinerja serta untuk dipergunakan dalam menunjang kelangsungan hidup seseorang atau kelompoknya.  


Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai sebuah bagian dari organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang membuat serta pelaksana kebijakan SIMDU tentunya harus memberitahukan kebijakan yang telah mereka keluarkan kepada seluruh jajaran aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan maksud untuk menciptakan keserasian kerja diantara seluruh bagian dan bidang yang terdapat dalam Kementerian Negara Riset dan Teknologi.  


Proses komunikasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai pelaksana kebijakan SIMDU adalah komunikasi melalui penyampaian informasi kepada seluruh aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. Kejelasan proses-proses komunikasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dapat dilihat lebih jelas, sebagai berikut:

4.1.1 Transmisi atau Penyampaian Informasi Kebijakan SIMDU oleh  Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi kepada seluruh Aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu seluruh aparatur, bagian, dan bidang yang terdapat didalam struktur organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Penyampaian pelaksanaan kebijakan SIMDU oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi ternyata mendapatkan sambutan yang sangat baik dari seluruh aparatur, bagian, bidang dan Menteri Negara Riset dan Teknologi sendiri.


Penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan SIMDU ini bertujuan untuk membantu Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam meningkatkan kinerja dan untuk membantu terciptanya sebuah koordinasi yang baik diseluruh lini sehingga pelaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Menteri dapat dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya secara tepat dan cepat tanpa harus diadakannya pertemuan fisik antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan seluruh jajarannya. 


Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Proses penyamapaian informasi mengenai kebijakan SIMDU yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sudah jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 

Proses penyampaian informasi kebijakan SIMDU dilakukan dengan cara Pengumuman (pemberitahuan) di media elektronik ataupun dalam rapat pimpinan yang biasanya dilaksanakan dalam waktu setiap minggunya, hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kebijakan SIMDU dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Adapun informasi mengenai kebijakan SIMDU ini ditujukan secara tepat kepada seluruh bidang dan bagian yang terdapat dalam Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 


Proses komunikasi yang berlangsung antara Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan pelaksana kebijakan sangat terbuka, setiap bagian dan badan dapat bertanya langsung mengenai kejelasan informasi tersebut kepada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Langkah Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam menginformasikan kebijakan SIMDU cukup berhasil, hal tersebut terlihat dari seluruh bagian dan badan serta Deputi, Asdep juga Menteri selalu memanfaatkan SIMDU ini untuk memberikan tugas serta pelaporan hasil kerja  dari masing-masing bagian, bidang serta Deputi, Asdep kepada menteri. 

4.1.2 Kejelasan dalam Penyampaian Informasi Kebijakan SIMDU oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi kepada seluruh Aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi menjadikan sebuah keharusan bagi Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku pembuat dan pelaksana kebijakan SIMDU dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Penyampaian informasi mengenai kebijakan SITEL itu sendiri dilakukan dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui setiap rapat yang dilaksanakan oleh bagia atau bidang lainnya, adapun bentuk penyampaiannya melalui Pengumuman (pemberitahuan) di media elektronik serta tatap muka  secara langsung antar Biro Perencanaan dengan bagian dan bidang lainnya. 


Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi telah dimengerti oleh seluruh bagian dan bidang termasuk Menteri, pihak pelaksana kebijakan memberikan penjelasan kepada bagian, bidang lain dan Menteri mengenai tujuan dari kebijakan SIMDU bahwa dengan adanya SIMDU ini Kementerian Negara Riset dan Teknologi dapat meningkatkan kinerjanya dan tentunya dengan partisipasi dari seluruh bagian dan bidang yang ada. Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku pihak yang membuat dan melaksanakan kebijakan SIMDU juga menginformasikan bahwa dengan adanya kebijakan SIMDU ini Menteri dapat diberikan tugas secara maksimal, efektif serta efesien kepada seluruh unsur yang ada dibawahnya melalui via e-mail didalam SIMDU yang hanya dapat dibuka oleh masing-masing aparatur yang ada didalam lingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi saja.

4.1.3 Konsistensi dalam  Penyampaian Informasi Kebijakan SIMDU oleh  Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi kepada seluruh Aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Kebijakan SIMDU yang dibuat oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi harus bersifat konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya kebijakan SIMDU sudah sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.


Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam melaksanakan kebijakan SIMDU berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari peraturan–peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam implementasi kebijakan SIMDU. Hal tersebut terwujud melalui proses berlangsungnya pengembangan ilmu pengetahuan tentang Riset dan Teknologi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada seluruh aparatur, bagian, badan dan Menteri yang secara khusus mencakup lingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Sehingga implementasi kebijakan SIMDU yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.


Pengelolaan SIMDU dilakukan oleh aparatur Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang ada di lingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, melalui implementasi kebijakan SIMDU yang dilakukan pada tahun 2009 dimaksudkan untuk dapat memudahkan serta membantu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efesien kepada masyarakat dengan bantuan dari Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang ada, sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan dibidang Riset dan Teknologi Nasional. 


Manfaat lain dari implementasi kebijakan SIMDU khususnya bagi Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah untuk dapat meningkatkan peranan mereka dalam membantu Presiden yang diwakili melalui Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk membuat kebijakan di bidang Riset dan Teknologi Nasional yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang kemajuan Teknologi Bangsa Indonesia kedepannya. 


Dalam melaksanakan kebijakan SIMDU, Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai pelaksana kebijakan sudah berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pelaksana kebijakan tetap berkonsisten dalam menjalankan tugasnya dan juga berkonsisten dalam memberikan pelayanan kepada Menteri dan Lembaga Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang perkembangan Teknologi Nasional. Wujud konsisten yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui pelayanan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pemerintahan Republik Indonesia, maksudnya akan tetap berkonsisten memberikan pelayanan prima kepada pemerintah dan masyarakat.


Jadi Kesimpulannya Komunikasi yang telah dlakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi mengenai kebijakan SIMDU melalui trasmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik hal ini terbukti dari adanya penyampaian yang dilakukan secara terus-menerus mengenai pentingnya kebijakan SIMDU dalam setiap rapat yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sendiri dan oleh Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. 

4.2 Sumber-sumber Kebijakan Yang Dapat Menentukan Keberhasilan Pelaksanaan SIMDU Di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Dalam melaksanakan kebijakan SIMDU, terdapat sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan SIMDU dalam meningkatkan pengembanagan ilmu pengetahuan tentang Riset dan Teknologi Nasional. Sumber-sumber kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, sumber daya informasi, wewenang dan fasilitas sehingga pengembangan ilmu pengetahuan tentang Riset dan Teknologi Nasional dapat berkembang dan mampu bersaing dengan teknologi Negara luar. Untuk lebih jelas mengenai sumber-sumber kebijakan tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

4.2.1 Staf sebagai Sumber Daya Manusia yang dapat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan SIMDU pada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam implementasi kebijakan, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan. Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan SIMDU, yaitu berpotensi, mempunyai keterampilan, pintar, terdidik dan terlatih dalam pembuatan dan penggunaan aplikasi serta siap sebagai pelaksana kebijakan SIMDU. Sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan implementasi SIMDU dalam meningkatkan pengembanagan ilmu pengetahuan tentang Riset dan Teknologi Nasional. 

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan SIMDU, karena manusia adalah sebagai unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan implementasi SIMDU adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi yang handal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria, kriteria yang dimaksud ditentukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan SIMDU di Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kriteria yang diperlukan adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya serta ahli dalam administrasi juga ahli dalam membuat dan memanfaatkan aplikasi software yang ada. 

Sumber daya manusia yang ada di dalam melaksanakan kebijakan SIMDU, sudah sesuai dengan kriteria tersebut walaupun masih ada sebagain staff diantara bagian dan bidang yang tidak menguasai komputerisasi. Jadi hanya baru memiliki sebagain staff yang ahli dalam operasionalisasi komputer berbasis data base SIMDU. Sumber daya manusia yang ada di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi belum dapat dikatakan memadai, karena masih banyak yang belum dapat mengusai bidang komputer yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan SIMDU. Oleh karena itu implementasi kebijakan SIMDU tahun 2009 belum begitu terlaksana dengan maksimal, untuk mengatasinya Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi melakukan langkah pelatihan aparatur yang belum ahli dalam bidang komputer dengan maksud kedepannya seluruh aparatur yang ada dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi dapat mendukung keberhasilan kebijakan SIMDU. 

Sumber daya manusia yang menguasai komputer atau ahli komputer hanya sebagian kecil saja, jumlah tenaga ahli komputer tidak memadai dengan yang diperlukan. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah mereka yang ahli komputer karena akan dijadikan sebagai operator atau tenaga ahli komputerisasi. Oleh karena itu adanya kriteria khusus tersebut, karena masih adanya kendala pada bagian pengoperasionalan SIMDU. Selanjutnya akan ada bimbingan dari pihak Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam pelaksanaan program kinerjanya, jadi mereka akan diberikan petunjuk terlebih dahulu agar mereka mengerti tentang tata cara pengoprasionalisasian SIMDU, setelah itu mereka akan diberikan kesempatan untuk mempraktikannya dengan cara membantu seluruh bagian dan badan dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Riset dan Teknologi serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kementerian Negara Riset dan Teknologi).

Selain harus ahli dalam bidang komputer tentunya sumber daya manusia yang dapat mendukung keberhasilan SIMDU, mereka juga harus memahami mengenai administrasi jadi tidak hanya pintar dalam bidang komputer saja melainkan harus bisa dalam hal administrasi. Administrasi tersebut mengenai pencatatan data atau dokumen serta mengolahnya serta hal-hal yang lain yang berhubungan dengan administrasi SIMDU dalam meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Riset dan Teknologi serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kementerian Negara Riset dan Teknologi). 

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan implementasi SIMDU, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang komputer. Hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, karena dalam pelaksanaan SIMDU pada tahun 2009 belum maksimal.

 Pelatihan dapat juga dilakukan secara khusus untuk mengubah kepuasan dan motivasi kerja bilamana dibutuhkan. Pentingnya pelatihan dan pengembangan menghendaki kegiatan ini dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah tertentu, yaitu analisis kebutuhan (kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan aparatur), penentuan tujuan dan materi latihan, pemilihan metode latihan yang tepat, dan evaluasi pelatihan. 

Proses pelatihan dan pengembangan aparatur harus dilakukan secara sistematis agar sesuai sasaran. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian program pelatihan dan pengembangan aparatur, yaitu melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang aspek dari obyek yang akan dikembangkan. Data yang didatap dari penelitian tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan materi yang merupakan langkah kedua dalam penyusunan program pelatihan. Langkah ketiga adalah menentukan metoda pelatihan yang tepat. Langkah keempat adalah menentukan pemateri pelatihan yang kompeten dengan materi dan metoda yang digunakan. langkah selanjutnya adalah mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelatihan. Langkah ke enam adaah menentukan peserta pelatihan.

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan agar didapat data tentang kebutuhan akan pelatihan yang aktual. Hal ini perlu dilakukan agar pelatihan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan kebutuhan. Penentuan materi pelatihan dilakukan setelah didapat data tentang kebutuhan pelatihan dari hasil penelitian awal. Penentuan materi perlu dilakukan agar pelatihan tidak membahas hal-hal yang tidak dibutuhkan.

Pemilihan metode pelatihan, agar efektif perlu memperhatikan diterapkannya prinsip-prinsip belajar, yaitu participation, repetition, relevance, transference, dan feedback. Biaya, materi, pelatih, dan peserta pelatihan juga merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta latihan dalam kegiatan pelatihan secara aktif dan secara langsung. Partisipasi merupakan aspek penting dalam pelatihan sebab partisipasi dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik dan sukar untuk dilupakan. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam belajar sebagi berikut: 

Pertama, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan suatu ide dalam ingatan seseorang. Suatu konsep atau cara melaksanakan pekerjaan, bilamana dilakukan secara atau didengar berulang-ulang, akan tertanam dalam ingatan seseorang. Kedua, relevance berarti pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang, misalnya seseorang melaksanakan suatu pekerjaan rnelalui suatu langkah-langkah tertentu dan ini mempunyai arti penting karena rnemudahkan dia dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, transference berarti adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Transparansi akan memotivasi seseorang untuk belajar sebab pelatihan akan dirasakan bermanfaat oleh peserta karena dapat mempermudah peserta dalam melakukan tugas sehari-hari. Keempat, feedback merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki dan rnana yang dapat dipertahankan. 

Pada prinsipnya ada dua metode latihan dan pengembangan yang dapat digunakan.  Pertama adalah metode pelatihan kerja (on the job training) dalam bentuk  intruksi pelatihan kerja (job instruction training), dan perputaran pelatihan pekerjaan (coaching, job rotation). Job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan di mana ditentukan seseorang (biasanya manajer atau supervisor) bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Metode ini bila dikaitkan secara khusus dengan prinsip-prinsip belajar di atas terlihat dengan jelas memiliki partisipasi yang tinggi, relevance, repetition, transference, dan juga feedback. 

Metode-metode pelatihan yang digunakan dalam praktek sesungguhnya sangat bervariasi dan dalam bentuk yang sangat hanyak. Metode-metode yang telah disebutkan hanyalah sebagian yang paling sering digunakan, termasuk di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Pemilihan pelatih merupakan hal yang cukup penting, agar materi yang disampaikan dapat mengenai sasaran. Pemilihan pelatih harus didasarkan pada keahlian dan kemampuannya untuk mentrasformasikan keahliannya tersebut kepada peserta pelatihan. Tahap ini tidak hanya menyangkut memilih pelatih, tetapi juga mempersiapkan pelatih dalam arti adanya pelatihan khusus bagi pelatih jika dibutuhkan.

Pelatihan perlu juga melakukan pemilihan peserta. Hal ini agar pelatihan dapat mengenai sasaran. Peserta pelatihan haruslah orang yang memang siap dilatih, artinya peserta adalah mereka yang secara metal telah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan. Jumlah peserta pun perlu dibatasi sesuai dengan fasilitas yang mungkin disediakan, sehingga pelatihan dapat efektif dan efisien. Pelaksanaan pelatihan perlu juga dilakukan evaluasi, yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan, perubahan perilaku, dan perbaikan pada organisasi.

Berdasarkan metode-metode pelatihan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya aparatur supaya lebih profesional. Pengembangan sumber daya aparatur di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparatur supaya bisa meningkatkan kinerja aparatur sehingga profesional aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungkawab terkait dengan pelaksanaan kebijakan SIMDU dapat terwujud. Karena dengan adanya pelatihan pegawai untuk mengembangkan sumber daya aparatur supaya para aparatur tersebut bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, artinya pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya. 


Pelayananan informasi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui SIMDU, merupakan usaha dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam memberikan kemudahan bagi setiap aparaturnya untuk memperoleh informasi. Keberadaan SIMDU yang ada di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, menginginkan semua kebutuhan informasi dapat disampaikan kepada seluruh aparatur  Kementerian Negara Riset dan Teknologi


Keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mendukung kebeberhasilan pelaksanaan SIMDU disamping itu juga adanya keterbatasan-keterbatasan financial/dana untuk melakukan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Sumber daya finansial atau modal sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan SIMDU, karena semua program memerlukan dana yang banyak dan besar. Oleh karena itu kesiapan danal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya. Dana sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIMDU, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan biaya. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sarana-prasarana, jaringan komputer, pengadaan jaringan komunikasi berbasis data base dan tentunya pengadaan jaringan internet. Selama ini pelaksanaan SIMDU pada tahun 2009 masih mengalami kendala dan pelaksanaannya pun belum maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dana sehingga pelaksanaan SIMDU tidak berjalan lancar sesuai dengan yang ditentukan.

Dana yang tersedia di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk implementasi kebijakan SIMDU tahun 2009, hanya sebagian kecil dari organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dana yang ada belum mencukupi untuk pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan SIMDU, sarana dan prasarana itu seperti pengadaan komputer, pengadaan piranti keras, piranti lunak dan pendukung lainnya sehingga dana yang tersedia dari organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi belum mencukupi. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, bahwa implementasi SIMDU tahun 2009 belum dapat dikatakan berhasil. 


Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, kendala tersebut diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang berpotensi atau yang sesuai dengan yang diperlukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan juga adanya keterbatasan Financial/dana. Kedua hal tesebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan SIMDU tahun 2009, secara jelas implementasi kebijakan SIMDU pada tahun 2009 tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena tanpa adanya dana yang besar maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan untuk membangun data base SIMDU diperlukan jaringan komunikasi yang luas seperti jaringan internet dan juga perlu adanya perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang dapat menunjang keberhasilan SIMDU sehingga memerlukan dana yang besar.

Kepentingan akan dana sebagai salah satu sumber penting untuk terlaksananya kebijakan SIMDU dilingkungan kerja Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi kini sudah tidak lagi menjadi masalah yang mendasar dikarenakan adanya penyedian anggaran yang cukup dari pemerintah guna menunjang kinerja  Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Riset dan teknologi Nasional kedepannya.

4.2.2  Informasi sebagai masukan untuk mendukung keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan SIMDU pada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 


Informasi sebagai sumber daya pendukung kemampuan aparatur Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk melaksanakan seluruh aktifitas kerja sehari-hari dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam kehidupannya tentunya harus didukung dengan informasi yang memadai begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan SIMDU, karena dengan adanya informasi yang dimiliki, kita selaku makhluk hidup sosial dapat melaksanakan sebuah interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam bentuk melakukan komunikasi. Adanya informasi yang masuk secara jelas dalam melaksanakan kebijakan SIMDU menjadi sebuah kunci dalam mendukung keberhasilan SIMDU dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi 


Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi atas pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalangan Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi maupun Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya hasil Riset dan Teknologi Nasional yang memadai informasi (information society) sangatlah penting dimana kita telah masuk dalam zaman teknologi informasi dan komunikasi. Hidup di zaman teknologi informasi dan komunikasi bukanlah sebuah hal yang mudah dan murah, karena dalam pelaksanaannya kita membutuhkan sebuah informasi sebagai sumber pengetahuan untuk dapat membuat dan mengoperasikan sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada sistem komputerisasi modern dan canggih.


Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi mengenai SIMDU bagi aparatur pelaksana kebijakan SIMDU merupakan salah satu kegiatan pembinaan kemampuan yang secara terus-menerus dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sampai dengan sekarang ini. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance learning) turut serta dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi SIMDU ini secara optimal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan akuntabilitas kinerja seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 


Meningkatnya pengetahuan seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi secara tidak langsung telah meningkatkan serta menambahkan informasi yang memadai kepada seluruh aparatur yang ada pada setiap bagian dan bidang di Kementerian Negara Riset dan Teknologi, terutama informasi yang terkait dengan kebijakan SIMDU secara berkesinambungan untuk menghasilkan sebuah laporan hasil kerja yang selalu up to date untuk disajikan, ditampilkan serta didistribusikaan kepada Menteri melalui SIMDU dengan langkah pengeolahan data kinerja yang didasari pada memanfaatkan kemampuan aparatur yang dipengaruhi oleh informasi yang memadai dalam mendukung terlaksananya akuntabilitas kerja secara efektif dan efisien.

4.2.3 Wewenang Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam melaksanakan Kebijakan SIMDU di Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 

Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku badan yang melaksanakan kebijakan SIMDU tentunya memiliki wewenang yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan SIMDU ini. Wewenang tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dan Undang-undang diatas sudah cukup untuk memberikan wewenang kepada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk mengimplementasikan kebijakan SIMDU dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu Menteri dalam membuat kebijakan yang nentinya akan berorientasi kepada kepentingan nasional sekaligus juga membantu pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efesien kepada Negara mngenai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Riset dan Teknologi dalam Negeri.

Wewenang yang dilimpahkan kepada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk menjalankan kebijakan SIMDU ini sudah dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh kepada seluruh bagian dan badan yang ada dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

4.2.4 Fasilitas sebagai sarana dan prasarana pendukung keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan SIMDU pada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.


Fasilitas penunjang keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan SIMDU di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi dapat berupa fasilitas yang berbentuk Fisik dan Non Fisik. Adapun fasilitas fisik ini meliputi peralatan komputerisasi sebagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan SIMDU ini. Fasilitas komputerisasi yang memadai sangat dibutuhkan oleh aparatur Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi guna menunjang terlaksananya kebijakan SIMDU tersebut.


Adanya fasilitas komputerisasi yang memadai akan memepermudah dan memperlancar proses kerja dengan menggunakan SIMDU, karena SIMDU merupakan sebuah bentu aplikasi yang dibuat oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi dengan maksud untuk menunjang peningkatan akuntabilitas kerja didalam lingkungan kerja Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sendiri dan  dibagian juga bidang lain yang ada didalam Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Fasilitas non fisik sendiri bisa merupakan dukungan materil dan ide-ide yang baik dalam menunjang pelaksanaan kebijakan SIMDU lebih efektif dan efisien. Dukungan fasilitas berupa dana sebelumnya telah disinggung pada pembahasan mengenai staf, selain dukung tersebut yang sangat penting lagi adalah dukungan ide-ide yang cemerlang yang dibutuhkan. Karena ide-ide yang efektif inilah yang dapat menentukan keberlangsungan dari keberadaan SIMDU ini.


Adanya masukan berupa ide-ide maka keberadaan SIMDU ini akan menjadi lebih sempurana sebagai sebuah sistem untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diseluruh  bagian dan bidang Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. Karena SIMDU ini sendiri telah menjadi sebuah wadah yang digunakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi dalam penyampaian tugas dan sebaliknya penerimaan laporan hasil penyelesaian tugas dari berbagai bagian dan bidang yang ada didalam lingkungan kerja Kementerian Negara Riset Dan Teknologi pada saat ini dan seterusnya.


Jadi sudah semestinya Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi selaku pelaksanan kebijakan SIMDU ini mendapatkan dukungan fasilitas fisik dan non fisik yang sebaik-baiknya guna kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan SIMDU sehari-harinya dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Kesimpulannya mengenai sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan SIMDU sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keadaan Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas dalam menunjang pelaksanaan kebijakan SIMDU pada masing-masing bagian dan bidang sudah memadai. 

4.3  Kecenderungan-kecenderungan Atau Sikap Pelaksanaan SIMDU Di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang SIMDU merupakan sebuah faktor penting yang dapat ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan tersebut diimplementasikan kedalam sebuah organisasi maupun keruangan publik. Sikap yang dapat ditunjukkan dalam pelaksanaan SIMDU oleh seorang aparatur dapat berupa sikap positif dan negatif atau acuh tak acuh atas kebijakan tersebut. Kecenderungan dalam pelaksanaan kebijakan SIMDU ini dapat dilihat melalui dampak dari kecenderungan-kecenderungan dan pengangkatan birokrasi yang terjadi dalam Kementerian Negara Riset Dan Teknologi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

4.3.1 Dampak dari Kecenderungan-kecenderungan Atau Sikap Pelaksanaan SIMDU Di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Kebijakan telah banyak dikeluarkan oleh pemerintahan kita begitu juga dengan Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi salah satunya kebijakan SIMDU. Kebijakan SIMDU ini 

Keberhasilan SIMDU selanjutnya adalah adanya dukungan dari elite politik. Adanya dukungan dari kalangan elite politik sangat diperlukan, karena elite politik sebagai salah satu aktor kebijakan dukungannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Elite politik tersebut, seperti Legislatif, eksekutif, pemerintah (Presiden), Menteri Negara Riset dan Teknologi, Deputi, Asisten Deputi dan seluruh Bagian, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang juga seluruh aparatur Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 
Bentuk dukungan yang diberikan melalui pemberian ijin atau pengesahan kebijakan tersebut yang akan diimplementasikan dan adanya pengawasan baik terhadap implementasi kebijakannya maupun dalam hal pendanaan untuk kelangsungan oprasional kebijakan SIMDU itu sendiri.

Bentuk  dukungan  yang  diberikan oleh Pemerintah adalah dukungan berupa modal dan memberikan perijinan mengenai implementasi kebijakan SIMDU, karena adanya dukungan dari aktor kebijakan dengan baik. Dukungan modal yang diberiakan oleh Pemerintah bagi Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sudah cukup untuk membiayai pelaksanaan kebijakan SIMDU, hal tersebut terbukti dengan implementasi kebijakan SIMDU yang sudah berjalan dengan maksimal. Akan tetapi dukungan yang diberikan tidak hanya material saja melainkan dukungan spiritual dan sumber daya manusia pun diberikan yang bertujuan agar implementasi kebijakan SIMDU dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain Pemerintah dukungan pun datang dari seluruh aparatur Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dukungan dari pihak pemerintah lainnya biasanya berhubungan dengan pengawasan terhadap jalannya implementasi kebijakan,  bersama instansi lainnya melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut layak untuk diterapkan di Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang ada tidak bertentangan dengan proses penyelesaian kerja, karena kebijakan SIMDU ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas prima terhadap peningkatan akuntabilitas kerja melalui Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 

Selanjutnya adalah adanya dukungan dari Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Jadi dalam hal ini Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku perpanjangan tangan untuk menerapkan SIMDU dalam melayan Menteri Negara Riset dan Teknologi harus bisa memberikan sumber data dan informasi yang baik kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal tersebut sangat penting karena sumber data dan informasi dari SIMDU tersebut akan menjadi petunjuk yang akan menentukan keberhasilan penerapan akuntabilitas kerja dan mejadi sumber untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Riset dan Teknologi Nasional dimasa yang akan datang.

Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi telah memberikan dukungannya terhadap implementasi kebijakan SIMDU, karena dengan demikian Kementerian Negara Riset dan Teknologi akan mendapatkan manfaat yang baik khususnya mengenai segala bentuk pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap apuratur Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang merasa adanya penyelesaian tugas yang jelas dan tepat waktu, sebagai contoh mereka tidak perlu menunggu untuk mendapatkan pelimpahan tugas dari Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui sistem data base SIMDU yang ada aparatur dapat dengan mudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, sehingga laporan hasil dari penyelesaian pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah kepada Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dukungan dari berbagai pihak mempunyai dampak yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan SITEL, karena dengan adanya dukungan dari mereka semua sangat berarti bagi keberhasilan kebijakan SIMDU, karena tanpa dukungan tersebut kebijakan SIMDU tidak akan berjalan dengan sukses. Dukungan yang diperlukan bukan hanya material akan tetapi dukungan spritual dan sumber daya manusia pun diperlukan, hal tersebut akan memberikan kemudahan implemetasi suatu kebijakan.

4.3.2 Pengangkatan Birokrat Pada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


pengangkatan birokrat atau pejabat merupakan sebuah faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan SIMDU di dalam Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Pengankatan pejabat untuk menduduki sebuah jabatan tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan apa lagi dengan prinsip pertemanan, persaudaraan dan balas budi sudah pasti hal tersebut dapat merusak sebuah hubungan kerja yang telah terjalin dengan baik sebelumnya.


Pengangkatan birokrat yang tepat dalam menunjang pelaksanaan kebijakan SIMDU sangat perlu dilaksanakan oleh Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan maksud untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dan berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lain nya sehingga tidak unsur ketidak nyamanan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan SIMDU.


Pengankatan pejabat bisanya dilakukan Biro Perencanan Kementerian Negara Riset dan Teknologi apabila kepemimpinan personil itu sudah tidak dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan SIMDU dengan efektif dan efisien lagi karena disadari bahwa dalam gaya kepemimpinan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan di dalam penerapannya. Tetapi sebagai pemimpin yang bijaksana tentu mereka akan mengambil langkah tepat untuk suatu tujuan yang akan dicapai 


pelaksanan kebijakan SIMDU yang baik tentunya membutuhkan seorang birokrat yang dicintai oleh bawahannya. Organisasi yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik jika kepemimpinannya dinakhodai oleh seorang pemimpin yang dicintai bawahannya. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa seorang pemimpin disamping harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinannya juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola hati. Karena disadari benar bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang disertai dengan hati yang bersih.


Pemimpin mampu menampung aspirasi bawahannya. Pemimpin yang baik juga dapat menerima kritik dari bawahannya, dalam arti jika pemimpin itu melakukan sesuatu yang baik maka bawahannya akan mendukungnya yang selalu bermusyawarah. Seorang pemimpin selain harus siap menerima dan mendapat kritikan, pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah. Hal itu dilakukan dengan orang-orang tertentu untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik atau yang menyangkut kepentingan umum dari organisasi tersebut. harus tegas. Tegas dalam hal ini bukan berarti bersifat otoriter melainkan tegas dan bermusyawarah serta dicintai.


Keberadaan organisasi disebabkan ketidakmampuan seseorang secara sendirian mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu orang bergabung dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Ini berarti bahwa di dalam setiap organisasi pasti dijumpai banyak orang dan pembagian kerja mutlak harus dilakukan. Di satu sisi, semua pekerjaan dibagi habis sehingga tidak ada satupun pekerjaan yang tersisa dan pada sisi yang lain, tidak ada satupun anggota yang tidak jelas tugasnya. Prinsip the right man for the right job juga harus diperhatikan. 


Pembagian kerja dilakukan bukan semata-mata disebabkan ketidakmampuan seorang pimpinan secara sendirian melaksanakan seluruh pekerjaan yang ada tetapi juga karena alasan spesialisasi. Agar suatu organisasi sekolah berjalan kompak dan berdaya guna, pimpinan perlu melakukan koordinasi dengan baik. Koordinasi dapat dilakukan secara formal misalnya melalui rapat-rapat, dan dapat pula dilakukan secara informal melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak formal hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dalam pelaksanaan kebijakan SIMDU di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.


Kesimpulannya mengenai kecenderungan-kecenderungan atau sikap pelaksana kebijakan SIMDU sudah berjalan dengan baik, dimana hal ini terbukti dari adanya sikap antusias yang diperlihatkan oleh seluruh aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi selain itu juga dibuktikan dengan adanya up date data yang dilakukan setiap minggunya oleh seluruh bagian dan bidang  Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.

4.4 Struktur Birokrasi Yang Berlangsung Dalam Pelaksanaan SIMDU Di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.

Struktur birokrasi yang sudah ada di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sudah bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Mereka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, kalau pun ada yang melakukan tugas yang lain hal tersebut sudah ada penjelasan terlebih dahulu yang berdasarkan penunjukan dari atasan.

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi yang dilaksanakan melalui Asdep. Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan SIMDU, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan kebijakan SIMDU itu sendiri.

Struktur birokrasi Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku pelaksana kebijakan SIMDU memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan SIMDU. Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai salah satu aspek-aspek struktural dasar dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam melaksanakan proses penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya telahdilakukan berdasarkan pada Standard Oprating Prosedures (SOP). SOP ini sendiri diterapkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai sebuah acuan kerja untuk menanggulangi keadaan-keadaan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan kebijakan SIMDU.


Penerapan SOP dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan bertujuan untuk memberikan kemudahan serta pemenfaatan waktu kerja yang lebih efektif dan efisien selain itu SOP ini juga bertujuan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar. Disamping itu dengan adanya SOP ini bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam menentukan cara-cara baru dalam penyelesaian tugas, perekrutan sumber daya manusia dengan keterampilan-keterampilan yang baik dan sesuai dengan bidang yang akan diisi.


SOP juga dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pemanfaatan waktu kerja sehingga tidak terjadi yang namanya pemborosan waktu dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab selain itu dengan adanya pemanfaatan SOP ini Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi akan lebih siap untuk menerima tugas dan tanggungjawab yang baru karena dengan SOP Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dapat dengan mudah  untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi secara mendadak tersebut.  

Struktur birokrasi Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Mereka tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian kinerjanya, apabila mereka melanggar maka mendapat sanksi tegas. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.


Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan implementasi kebijakan SIMDU dan peningkatan kualitas kerja, walaupun dalam pelaksanaan SIMDU ini mengalami adanya kendala yang selalu membutuhkan perbaikan-perbaikan yang memadai. 


Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuanya untuk mengukur seberapa baik semua komponen  organisasi bekerja dan menggunakan informasi guna memastikan bahwa pelaksanaanya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Penilaian kerja (performance appraisal) adalah proses bagaimana organisasi mengevalusi pelaksanaan kerja individu. Dalam penilainan ini adalah apa konstribusi komponen yang dinilai kepada organisasi selama preiode waktu tertentu.  

 
Di dalam organisasi modern, penilaian kerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja dan motivasi kinerja individu di waktu berikutnya. Penilaian kinerja memberikan basis keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer dan kondisi-kondisi kepegawaian lainya. 

 Penilaian kinerja pada organisasi berdasarakan prosedur yang sistematik dimana kinerja sesungguhnya dari semua karyawan manajerial, professional, teknis, penjualan dan klerikal (pekerjaaan di bagian administrasi) dinilai secara formal. Penilaian kerja sebuah organisasi difokuskan kepada tingkat kepemimpinan dan system manajerial yang ditetapkan oleh pemimpin organisasi. Factor yang mempengaruhi penilaian kinerja karakteristik situasi, deskripsi pekerjaaan, tujuan-tujuan penilaian pekerjaaan, dan sikap.


Disamping itu lingkungan dan organisasi mempengaruhi pelaksanaan penilaian kerja di dalam organisasi. Lingkungan menempatkan tuntutan-tuntutan oraganisasi dan karyawan terhadap produktivitas. Karena lingkungan menjadi kian kompetitif atau terjadinya perubahan teknologi, pemastian kinerja yang unggul menjadi hal yang penting. Pengaruh lingkungan tersebut akan muncul dari luar organisasi dan dari dalam organisasi.  


Tantangan dari luar. Setiap keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya hendaknya memperhitungkan setiap faktor lingkungan luar. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi para pimpinan selain mengantisipasi secara proaktif perubahan lingkungan yang memberikan tantangan-tantangan baru. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang melahirkan tantangan baru itu akan menekan tingkat penyesuaian karyawan pada eselon yang sangat rendah, sehingga karyawan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya tingkat pengetahuan karyawan menjadi tidak terpakai lagi, artinya mereka tidak dapat menerima wawasan baru dan kecenderungan baru, dan akhirya mandek pada tahap yang sukar dapat diikuti perkembangan zaman.


Tantangan dari dalam. Tujuan organisasi adalah rujukan keberhasilan organisasi sudah seharusnya menjadi kiat setiap pimpinan. Namun dalam prakteknya sering setiap pimpinan mengejar target sendiri-sendiri, tanpa mau mengingat kepentingan manajer lain, sehingga tujuan organisasi menjadi taruhan, pimpinan puncak seharusnya dapat mengingatkan setiap anggota direksi bahwa berhasilnya organisasi bukan berhasilnya dari departement masing-masing, atau suksesnya bidang masing-masing, namun berhasilnya atau tercapainya tujuan organisasi.


Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkaris dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Sekalipun, jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran memadai dengan tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya tetap berprestasi dalam bekerja.


Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi perlu ditentukan cara mencapaianya. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan, dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan serta tetap mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Struktur birokrasi Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sebagai pelaksana kebijakan SIMDU tersebut:

A. Kepala  Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi bertugas: Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan dan dukungan administrasi kerjasama luar dan dalam Negeri, pelaksanaan hubungan dengan lembaga tinggi Negara, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. 

B. Bagian Program dan Anggaran bertugas: Untuk melaksanakan penilaian dan penyusunan program dan anggarana dilingkungan Kementerian Negara Riset dan teknologi.

b.1. Sub Bagian Program bertugas: Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja/program di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

b.2. Sub Bagian Anggaran bertugas:  Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran, harga satuan pokok kegiatan dan revisi anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 

C. Bagian Monitoring dan Evaluasi bertugas: Untuk melaksanakan Pemantauan, pengendalian dan evaluasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan sidang kabinet, ekonomi, industri dan perdagangan serta laporan kegiatan lainnya.

c.1. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program bertugas: Untuk melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi program.

c.2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran memiliki tugas: Untuk melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi anggaran.

c.3. Sub Bagian Pelaporan bertugas: Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi, laporan tahunan, bahan sidang kabinet dan bahan rapat bidang-bidang lainnya.

D. Bagian Kerjasama bertugas: Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan Kementerian Negara lain, Kementerian koordinator, departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga lain yang terkait, penyiapan bahan jawaban dengan DPR, kunjungan kerja, penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan termasuk lembaga masyarakat dan industri, serta pengelolaan dukungan administrasi kerjasama luar negeri antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

d.1.Sub Bagian Kerjasama Lembaga Pemerintah bertugas: Melakukan penyiapan jawaban DPR, penyiapan bahan kunjungan kerja DPR dan bahan kerjasama luar negeri atau antar lembaga pemerintah.

d.2. Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintah bertugas: Melakukan penyiapan bahan kerjasama lembaga swasta dan dunia usaha, termasuk dukungan administrasi kerjasama luar negeri antar lembaga swasta dan dunia usaha.


Organisasi kerja di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi terdapat hirarki ke atas dimana kepala Biro perencanaan mempunyai hirarki ke bawah tetapi hirarki yang dibawah sebelum melakukan hirarki ke atas mengalami garis koordinasi dengan sekretariat. Sekretariat membawahi beberapa bagian, dimana bagian-bagian tersebut membawahi bidang-bidang. Organisasi kerja di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sudah cukup efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oragnisasi Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi merupakan biro sebagai penyampaian informasi di kawasan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. Dengan demikian di Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi terdapat beberapa bagian yang membawahi bidang yang membahas tentang pengelolaan informasi dan kearsipan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. 


Berdasarkan  uraian diatas sangat jelas, bahwa struktur birokrasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Mereka menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar implementasi kebijakan SIMDU dalam meningkatkan akuntabilitas kerja dapat terlaksana dengan baik.


Kesimpulan struktur birokrasi yang dimiliki oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sudah memadai. Hal ini terlihat dari bentuk struktur organisasi yang tidak gemuk dan adanya pelaksanaan tugas yang jelas mulai dari kepala biro sampai dengan sub bagian yang ada dibawahnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab kepada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Komunikasi yang telah dlakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi mengenai kebijakan SIMDU melalui trasmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik hal ini terbukti dari adanya penyampaian yang dilakukan secara terus-menerus mengenai pentingnya kebijakan SIMDU dalam setiap rapat yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sendiri dan oleh Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.   

2. Sumber-sumber Kebijakan Yang Dapat Menentukan Keberhasilan Pelaksanaan SIMDU sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik.  Hal ini dapat dilihat dari keadaan Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas dalam menunjang pelaksanaan kebijakan SIMDU pada masing-masing bagian dan bidang sudah memadai. 

3. kecenderungan-kecenderungan atau sikap pelaksana kebijakan SIMDU sudah berjalan dengan baik, dimana hal ini terbukti dari adanya sikap antusias yang diperlihatkan oleh seluruh aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi selain itu juga dibuktikan dengan adanya up date data yang dilakukan setiap minggunya oleh seluruh bagian dan bidang  Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.

4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sudah memadai. Hal ini terlihat dari adanya entuk struktur organisasi yang tidak gemuk dan adanya pelaksanaan tugas yang jelas mulai dari kepala biro sampai dengan sub bagian yang ada dibawahnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab kepada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi. 

5.2 Saran-saran

1. Untuk menunjang keberlangsungan kebijakan SIMDU yang lebih efektif dan efisien lagi, hendaknya Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi lebih meningkatkan komunikasinya kepada selurh bagian dan bidang yang berada dalam lingkungan kerja Kementerian Negara Riset Dan Teknologi sehingga keberadaan SIMDU dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh seluruh aparatur Kementerian Negara Riset Dan Teknologi dimasa yang akan datang.

2. Hendaknya  Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi lebih meningkat sumber-sumber kebijakannya terutama perlu dibuatnya sebuah regulasi baru mengenai kebijakan SIMDU yang baru dan lebih baik lagi sehingga seluruh sumber-sumber yang ada akan lebih memadai dimasa yang akan datang.

3. Kedepanya Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi hendaknya lebih dapat lagi meningkatkan antusiasme seluruh aparatur  Kementerian Negara Riset Dan Teknologi dalam menerima keberadaan SIMDU sebagai sebuah wadah penunjang untuk meningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan kerja Kementerian Negara Riset Dan Teknologi.

4. Kedepannya Biro Perencanaan Kementerian Negara Riset Dan Teknologi diharapkan untuk dapat membina dan mempertahankan struktur birokrasi yang sudah ada dengan baik sehingga kebijakan SIMDU ini dapat diterapkan dengan baik dimasa yang akan datang.
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